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4.Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor

Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5.Undang― Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Adn■ inistrasi

Pemerintahan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahtln 2014
Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5601);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pernindahal■
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari、 、

rilayah Kodya

Dati II Bil可 ai ke Kota Stabat dalarn Wilttah Kabupaten Dati II
Langkat(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Norrlor
9);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
BatasヽVilttah Daerah Tingkat II Bilttai,Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat H Deli Serdang
(Lernbaran Negara RI Tahun 1986 Nomor ll,Tambahan Lembaran
Negara RI No 3322);

8.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun 2013
Tentang 」aringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 193, tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5468);

9.Peraturan h/1enteri Perhubungan Republik lndonesia Nornor PⅣ l 139

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Perhubungan;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat(Lcmbaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nornor l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29)sebagailnana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat NomoF
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor l, Tambahan
bel■baran Daerah Nomor 58);

11.Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketta Dinas
Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2016 Nomor 56)sebagairnana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Stlstlnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Dinas
Pcrhub■lngan Kabupatcn Langkat (Bcrita Dacrah Kabupatcn
Langkat Tahun 2017 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KER」A DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LttNGKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan FLlngsi serta
Tata Ketta Dinas PeFhubungan Kabupaten Langkat(Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 56)sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan BLlpati Nomor 56 Tahtln 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketta Dinas
Perhubungan Kabupaten Langkat(Berita Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2017 Nornor 5)diubah Sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasa1 7 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasa1 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasa1 6ク Kepala Dinas mernpunyai fungsi:

a.Perumusan dan penvelenggaraan serta pengendalian tugas―
tugas bidang perhubungan;
b.Pengembangan kebttakSanaan sistettl PerllubLlngan yarlg
rnelaksanakan kebjaksanaan pembinaan dan rnonitori■ g
terhadap kegiatan Perhubungan;
c. Pelaksanaan tugas― tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
d.Penyiapan Rencana Strategi(RENSTRA), Rencana Ketta
(REN」A) dan  Laporan Akuntabilitas  Kinetta lnstansi
Pernerintah(LAKIP)Dinas Perhubungan.

2. Ketentuan Pasa1 13 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikuti

Pasal 13

Bidang Rekttasa Lalu Lintas,Sarana dan Prasarana lnempunyai
tugas melaksanakan pembinaan manttemen dan rekttasa,
penga、vasan, pengendalian lalu lintas dan uji kelaikan jalan
Kendaraan Berl■ otor, penyusunan prograrrl penanggulangan
kecelakaan lalu lintas. rnelaksanakan birnbingan keselamatan
ialu  lintasp  rFlelaksanakan  perencanaan,  pengadaan  dan
pera、、ratan sarana dan prasarana perhubtlngan serta peneFangan
jalan.
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3. Ketentuan Pasal 14 huruf c dan huruf d diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiinana dilnaksud dalarn
Pasa1 13,Bidang Rekttasa Lalu Lintas,Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi:

a,Penyiapan  program  penyelenggarakan  manaeman  dan
rekttasa lalu lintas;

b,Penyiapan bilnbingan keselamatan dibidang lalu lintas,
analisis dampak lalu lintas, IDaerah ra、 van kecelakaan lalu

lintas dan lrlenyiapkan progranl penanggulangan kecelakaan
lalu lintas;

c, Pelaksanaan  penga、 vasan,  pengendalian  lalu  lintas,
perencanaan perlintasan kereta api, dan uji kelaikan Jalan
Kendaraan Berrnotor;
d.Pelaksanaan  perencanaan,  pengadaan  dan  pera、 vatan
fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan serta Penerangan
」alan;

e.Pemberi saran―saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
tentang langkah-langkah yang peFlu diambil dalam bidang
reka_l asa lalu lintas;

f.  Pelaksanaan tugas― tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas;
g.Penyusun Rencana Strategi(RENSTRA), Rencana Ketta
(RENJA) dan  Laporan Akuntabilitas  Kinetta  lnstansi
Perneril■ tah(LAKIP)bidang rekttasa lalu lintas,Sarana daln
Prasarana.

Ketentuan Pasal 16等at(2)hurufC dan hurufd diubah,sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirrlaksud pada
ayat(1), SekSi Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas memp■ lnyai

tugas:

a.ⅣIelaksanakan manttemen dan rekttasa lalu lintas,analisis
dampak lalu lintas dan perencanaan perlintasan Kereta Api di
Kabupaten;
b.melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi
perlengkapan jalan, rambu― ramb■l dan marka jalan, alat
pemberiisyaratlalu lintas,alat penga、 vasan dan pengamanan
jalan serta fasilitas pendukung:

c. ■llelaksanakan   penetapan   rencana   induk  jaFingall
transportasijalan;

d.N/1elaksanakan penetapan Kelas 」alan dan pengaturan

a継整盤"竜1]五FI∬
饉u.ttml,

pembongkaran barang dtalan Kabupaten;
f. h/1elaksanakan sunrey lapangan berkaitan dengan analisis
dampak lalu lintas dan berltrool・ dinasi dengan lnstal■ si terkait,

4.

(2)
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5. Ketentuan Pasal 17A ayat (2) huruf d diubah, sehingga Lrerbunl,i
sebagai berikr-rt:

Pasal 17A

{2) Untuk Menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengaw,asan dan Pengendalian operasional ialu
lintas mempunl,ai fungsi:

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi keselamatan
transportasi angkutan darat dijalan;

b. IVfelaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait berkaitan
dengan pengembangan jaringan dan keselamatan lalu lintas
drlalan;

c. Melaksanakan perencanaan dan program kegiatan
keselamatan lalu lintas;

d. Melaksanakan survei lapangan, pengendalian, penga\ rasan,
uji kelaikan jalan kendaraan bermotor, dan penetapan daerah
rawan kecelakaan lalu lintas di jalan;

e. fuIenyiapkan laporan dan evaluasi terhadap peningkatan dan
pengawasan penggunaan jalan.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan a1,at {2} huruf a dan huruf d
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Seksi sarana dan prasarana mempunl,ai tugas melaksanakan
perencanaan, pengadaan dan perawatan sarana prasarana
perhubungan serta penerangan ja1an.

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
a1,at (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunl,ai tugas:

a. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, dan perarn,atan
fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta
penerangan jalan;

b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka
penlrusunan rencana dan program kegiatan kerja Dinas;

c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
keqa Dinas, serta pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan operasional Dinas;

d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi
terminal, parkir, pelabuhan, dan simpul transportasi lainnya;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Peraturan perundang-
Undangan, pengadaan petunjuk teknis peiaksanaan tugas
dan dokumentasi Peraturan;

f. Melaksanakan koordinasi kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah.

(2)
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7. Ketentuan Pasa1 19 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Angkutan Darat dan Lalu Lintas, rnempunyai tugas
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Angkutan Darat,lalu
lintas,jalan,terrninal dan perparkiran.

8. Ketentuan Pasa1 23等 at(1)dan aVat(2)huruf a dan huruf b
diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 23

(1) SekSi Lalu Lintas lnempunyai tugas inelaksanakan penga、 vasan,
pengendalian,dan pengaturan lalu lintas dijalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada
ayat(1),SekSi Lalu Lintas lnempunyai tugas:

a.Melaksanakan pengaturan lalu lintas dttalan;
b.R/1elaksanakan tugas― tugas patroli kelancaran arus lalu
lintas;

c. 1/1elaksanakan  penertiban  dan  penindakan  tcrhadap
pelanggaran  lalu  lintas  dan  angkutan 」alan  sesuai
kewenangan yang diatur dalam Undang―Undang dan
Peraturan]Daerah Kabupaten Langkat;
d.ⅣIelaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalain
pengaturan dan kelancaran arus lalu lintas dttalan;

e. A/1claksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Daerah
ra、van kecelakaan lalu lintas dttalan;

f. R/felaksanakan inventarisasi,  sulvey lapangan terhadap
kondisi kebutuhan fasilitas rambu… rambu lalu lintas dttalan

dan inelaporkan kepada atasan langsung.

9. Ketentuan Pasa1 25 diubah,sehingga berbunyi sebagai beriktlti

Pasa1 25

Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas
pengendalian dan penga、 rヽasan, kegiatan angkutan laut dan

stlngai, kepelabuhan, penuttang keSelamatan pelttaran dan
penyeberangan.

10.Ketentuan Pasa1 26 huruf a sarnpai dengalt huruf g diubah,clan
ditambahkan l htlruf,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairnana dilnakstld dalarn
Pasa1 25, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai
fungsi:
a_Penyusunan Progr〔 連n kegiatan dibidang Perhubungan Laut

dan Sungai:

F
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b.Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan penga、vasan
kegiatan operasional Kepelabuhan,angkutan laut pelttaran
rakvat,sungai dan penyeberangan dalarl■ kabupaten;
c. Pelaksanaan Pengaturan, pengendalian dan penga、 vasan
keselamatan pel等aran angkutan laut pelttaran rakvat,
stlngai dan penyeberangan dalanl kabupateni
d.Pembinaan terhadap asOsiasi perhub■ lngan laut pelttaran
rakyat,sungai dan penyeberangan dalarl■ daerah Kabupaten
Langkati
e,Perlllberi rekOmendasi/ 1Zin Bidang Perhubungan Laut,
Sungai dan Penyeberangan;
f. Pemberi saran dall pertirnbangan kepada Kepala Dinas
tentang langkah―langkah yang perlu diarllbil dalarn bidang
Perhubungan  Laut  pelε waran  rattat,  sungai  dan
penyeberangan;
g.Penyusunan dan Persiapan Rencana Strategi(RENSTRA),
Rencana Ketta(REN」 A)dan Laporan Akuntabilitas Kinetta
lnstansi Pemerintah(LAKIP)bidang Perhubungan Laut dan
Sungai;
h.Pelaksanaan tugas― tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

11.Ketentuan Pasa1 28響 at(1)dan ttat(2)huruf a sampai dengan
huruf g diubah,sehingga berbunyi sebagai berikuti

Pasal 28

seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan sungai mempunyai tugas
melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
kegiatan 1a1u lintas angkutan laut pelayaran rakyat sungai dan
penyeberangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl pada
ayat (i), Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai
mempunyai tugas:

a. Menyusun Program kegiatan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut
dan Sungai;

b. Menerbitkan rzin usaha penyelenggaraan angkutan iaut,
sungai dan penyeberangan, serta izin penyelenggaraan
angkutan laut, penyeberangan dan sungai sesuai dengan
domisili badan usaha/ perorangan.

c. Menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan
pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten, yang terletak
pada jaringan jalan kabupaten atau jaringan jalur kereta api
Kahrupaten;

d. Meiaksanakan penetapan besaran tarif penumpang angkutan
penyeberangan antar Desa/ Kecamatan dalam Kabupaten;

e. Melaksanakan penataan trayek angkutan laut dan sungai
dalam Kabupaten;

f. Melaksanakan pengusulan tray'ek angkutan perintis dan
meLaksanakan koordinasi dengan instansi terkait daiam
meningkatkan kelancaran 1alu lintas angkutan laut dan

g. i[ffii:""akan peninclakan terhadap pelanggaran izin usah^ t'
peiayaran kapal sesuai ker.rrenangan.

(2)
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12. Ketentuan Pasal 29 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan peiayaran
mempunyai tugas melaksanakan Pengaturan pengendalian,
penga\ rasan, pengendalian dan pengawasan kepelabuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seksi Kepelabuhan dan penunjang Keselamatan
Pelay'aran mempunyai tugas:

a' Menyusun program kegiatan seksi Kepelabuhan dan
Penunjang Keselamatan Pelavaran;

b. Membangun, memberi rekomendasi dan penerbitan rzin
pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan
lokal dan pelabuhan sungai;

c. klelaksanakan penetapan dan pemberian izin atau
rekomendasi pembangunan dermaga untuk kepentingan
sendiri (DUKS) dipelabuhan regional/tokal dalam Daerah
Kabupaten Langkat;

d. Melaksanakan penetapan Daerah lingkungan kerja
pelabuhan (DLKR) / Daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan-pelabuhan regional/iokal
dalam Daerah Kabupaten Langkat;

e. Melaksanakan pemberian rekomendasi tatanan kepelabuhan
regional/1okal dalam Daerah Kabupaten Langkat dan rencana
pengembangan pelabuhan lokai;

f. h{elaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan Lragi
pela3,aran loka1 dalam Kabupaten Langkat dan pengaturan
tempat sandar kapai, kegiatan naik turun penumpang dan
barang;

h" Meiaksanakan penga\.vasan sistem prosedur (SISpRO)
pelayanan jasa kepelabuhan dengan pelayanan lokal dalam
I(abupaten Langkat;

i. Melaksanakan pengawasan jasa pelabuhan lokal dan tarif
angkutan penyeberangan penumpang lintas Kecamatan
dalam Kabupaten;
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